KONGRES
KELUARGA MAHASISWA

KETETAPAN KONGRES KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR 023 TAHUN 2024

TENTANG
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Dengan senantiasa mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1.
2.

3.

bahwa diperlukannya penyelarasan arah gerak di KM ITB;

bahwa diperlukannya mekanisme untuk memetakan potensi lembaga di KM ITB pada
periode 2024/2025; dan

bahwa Kongres KM ITB sebagai perwujudan kedaulatan tertinggi di dalam KM ITB.

Mengingat:

Eali el

Konsepsi KM ITB Amendemen 2020 mengenai Mekanisme Kongres KM ITB;
Konsepsi KM ITB Amendemen 2020 mengenai Wewenang Kongres KM ITB;

Konsepsi KM ITB Amandemen 2020 mengenai Kelengkapan Organisasi;

Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amandemen 2023 Bab V Pasal 51 mengenai
Kabinet KM ITB;

Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amandemen 2023 Bab V Pasal 52 mengenai
Kabinet KM ITB; dan

Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amandemen 2023 Bab V Pasal 54 mengenai
Kabinet KM ITB.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1.

Mengesahkan Peraturan Forum Penyelarasan Arah Gerak KM ITB 2024 sebagaimana
terlampir.

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila
terdapat kesalahan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 16 Mei 2024
Pukul 21.07 WIB

Penanggung Jawab Sementara Ketua Kongres KM ITB

Christian Delvin
13620047

Senator Utusan Lembaga KMPN
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LATAR BELAKANG

KM ITB adalah organisasi kemahasiswaan terpusat di ITB yang memiliki tiga
orientasi, yaitu sebagai wahana pengembangan diri mahasiswa, wadah aktualisasi karya
nyata untuk Indonesia, dan pemenuh kebutuhan dasar anggotanya. Dinamisnya pergerakan
mahasiswa menyebabkan diperlukannya peninjauan ulang akan pergerakan
kemahasiswaan. Pergerakan yang dilakukan KM ITB dikoordinasikan oleh Kabinet KM ITB
yang merupakan lembaga eksekutif terpusat di KM ITB. Selain itu, KM ITB memiliki sifat
partisipatif, representatif, dan aspiratif, sehingga pergerakan yang dilakukan sepatutnya
dipandu oleh arah gerak yang disepakati bersama oleh elemen-elemen KM ITB.

Kabinet KM ITB memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan forum penyelarasan
arah gerak untuk menyepakati arah gerak bersama dengan seluruh elemen KM ITB dalam
rentang waktu satu kepengurusan ke depan. Kewajiban ini datang dari amanat yang
tercantum di Konsepsi KM ITB dan ART KM ITB Pasal 51.

Arah Gerak KM ITB merupakan perwujudan atas cita-cita, nilai, dan semangat
bersama KM ITB yang dikoordinasikan oleh Kabinet KM ITB dalam jangka waktu satu
periode kepengurusan dengan mempertimbangkan Arahan Kongres KM ITB yang meliputi
Garis Besar Haluan Program Kabinet KM ITB dan Arahan Kerja MWA WM ITB, Ketetapan
Kongres KM ITB yang terkait, platform Ketua Kabinet KM ITB, serta masukan dari
elemen-elemen KM ITB.

Pelaksanaan Arah Gerak KM ITB diawasi oleh Kongres KM ITB dan dapat diikuti
oleh seluruh elemen KM ITB. Elemen KM ITB didefinisikan sebagai lembaga yang terdapat
pada badan kelengkapan organisasi dalam Konsepsi KM ITB Amandemen 2020. Untuk
menentukan Arah Gerak KM ITB, pemetaan fokus dan potensi kolaborasi pergerakan
masing- masing lembaga, serta mendiskusikan permasalahan bersama maka diperlukan
suatu mekanisme forum yang terbuka kepada seluruh massa KM ITB untuk menentukan

Arah Gerak KM ITB untuk satu periode kepengurusan.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penggunaan istilah yang tertulis dalam dokumen ini:

1.

Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut KM ITB
merupakan Organisasi Kemahasiswaan ITB, sesuai dimaksud Konsepsi dan AD/ART
KM ITB.

Forum Penyelarasan Arah Gerak KM ITB, selanjutnya disebut FPAG KM ITB, adalah
forum yang diselenggarakan oleh Kabinet KM ITB untuk mendiskusikan cita-cita
bersama, dan menentukan Arah Gerak KM ITB, yang diawasi oleh Kongres KM ITB.
Cita-cita bersama seluruh elemen KM ITB adalah hal yang ingin dicapai oleh seluruh
elemen KM ITB sesuai dengan nilai dan semangat bersama KM ITB.

Arah Gerak KM ITB adalah perwujudan cita-cita bersama melalui implementasi
potensi kolaborasi pergerakan sesuai nilai dan semangat bersama KM ITB yang
dikoordinasikan oleh Kabinet KM ITB dalam jangka waktu satu periode
kepengurusan.

Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut
Kongres KM ITB, adalah lembaga legislatif KM ITB sesuai yang dimaksud dalam
Konsepsi dan AD/ART KM ITB.

Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut Kabinet
KM ITB, adalah lembaga eksekutif KM ITB yang bertanggung jawab kepada seluruh
Anggota KM ITB melalui Kongres KM ITB sesuai yang dimaksud dalam Konsepsi dan
AD/ART KM ITB.

Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut
MWA WM ITB, adalah perwakilan mahasiswa ITB pada Majelis Wali Amanat Institut
Teknologi Bandung yang bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa ITB melalui
Kongres KM ITB sesuai yang dimaksud dalam Konsepsi dan AD/ART KM ITB.
Himpunan Mahasiswa Jurusan, selanjutnya disebut HMJ, adalah organisasi di Institut
Teknologi Bandung yang telah disahkan oleh program studi terkait dan berfungsi
untuk mewadahi kebutuhan sektoral mahasiswa berdasarkan kesamaan bidang
keilmuan dan keprofesian sesuai yang dimaksud dalam Konsepsi dan AD/ART KM
ITB.

Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM, adalah organisasi di Institut

Teknologi Bandung yang menghimpun mahasiswa ITB untuk berkegiatan dalam



bidang minat dan bakat sesuai yang dimaksud dalam Konsepsi dan AD/ART KM ITB.

Pasal 2
Peserta FPAG KM ITB :
1. FPAG KM ITB dapat diikuti oleh elemen KM ITB, yaitu Kongres KM ITB, Kabinet KM
ITB, MWA WM ITB, Tim MWA WM ITB, HMJ, dan UKM.
2. FPAG KM ITB dihadiri oleh ketua elemen KM ITB atau perwakilan yang diberikan

wewenang oleh lembaga masing-masing.

Pasal 3
FPAG KM ITB terdiri dari tahap :

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan;

3. Pengesahan hasil.



BAB I
PERSIAPAN

Pasal 4

Persiapan FPAG KM ITB terdiri dari bagian :

1.

Pengajuan arah gerak KM ITB dan penghimpunan dokumen pendukung FPAG KM
ITB;

Perancangan teknis pelaksanaan FPAG KM ITB;
Penarikan komitmen lembaga untuk mengikuti forum penyelarasan arah gerak;

Pengolahan dokumen pendukung FPAG KM ITB dan komitmen lembaga untuk
mengikuti FPAG KM ITB oleh Kabinet KM ITB.

Pasal 5

Konsep FPAG KM ITB :

1.

Konsep FPAG KM ITB dirancang oleh Kongres KM ITB melalui ketetapan ini.

2. Kabinet melaksanakan sosialisasi konsep FPAG KM ITB kepada seluruh elemen KM

ITB dengan bantuan dan pengawasan dari Kongres KM ITB.

Pasal 6

Dokumen FPAG KM ITB oleh Lembaga :

1.

HMJ dan UKM menyiapkan dokumen-dokumen yang mendukung tercapainya tujuan
FPAG KM ITB.
Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. Tema kepengurusan lembaga;

b. Penanggung jawab lembaga;

c. Informasi potensi lembaga;

d. Kendala yang dihadapi lembaga.
Kabinet KM ITB mengkoordinasikan persiapan pembuatan dan pengumpulan

dokumen-dokumen lembaga.



Kabinet KM ITB wajib memastikan seluruh dokumen dapat diakses oleh seluruh
Anggota KM ITB.
Seluruh elemen KM ITB dapat mengajukan Arah Gerak KM ITB.

Kabinet KM ITB dilarang menghilangkan ajuan Arah Gerak KM ITB.

Pasal 7

Sosialisasi FPAG KM ITB oleh Kabinet KM ITB :

1.

Kabinet KM ITB wajib mengolah dokumen-dokumen pendukung FPAG KM ITB
sebelum pelaksanaan FPAG KM ITB.

Kabinet KM ITB wajib melakukan sosialisasi serta meminta umpan balik kepada
elemen-elemen KM ITB mengenai mekanisme pelaksanaan FPAG KM ITB.

Kabinet KM ITB wajib memberitahu Kongres KM ITB rencana mekanisme
pelaksanaan FPAG KM ITB.

Kabinet KM ITB wajib mendata HMJ dan UKM di KM ITB yang akan hadir dan ikut
serta dalam rangkaian FPAG KM ITB.

Pasal 8

Komitmen lembaga dalam mengikuti FPAG KM ITB

1.

Penarikan komitmen lembaga pada tahap persiapan bertujuan untuk menarik
komitmen lembaga dalam mengikuti forum penyelarasan arah gerak.

Penarikan komitmen lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1)
dilakukan dengan mengirimkan dokumen yang dimaksud pada pasal 6.

Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) bersifat tidak
memaksa.

Lembaga yang mengirimkan dokumen FPAG KM ITB sebagaimana pada pasal 8 ayat
(2) wajib mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri forum penyelarasan arah

gerak.



BAB Il
PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan FPAG KM ITB terdiri dari bagian :

w0 DN

Pembukaan;

Pembahasan ajuan Arah Gerak KM ITB;

Pembahasan mekanisme pengawasan dan evaluasi;

Penarikan komitmen dari setiap lembaga untuk melakukan kolaborasi di setiap arah
gerak tertentu;

Penandatanganan dokumen hasil FFAG KM ITB.

Pasal 10

Penanggung jawab keberjalanan FPAG KM ITB :

1.

2.

Pembukaan dipimpin oleh Kabinet KM ITB.

Pembahasan dan penetapan ajuan Arah Gerak KM ITB dipimpin oleh Kabinet KM
ITB.

Penandatanganan dokumen hasil FPAG KM ITB dipimpin oleh Kabinet KM ITB, dan
dilaksanakan oleh PJS Ketua Kongres KM ITB, Ketua Kabinet KM ITB, HMJ, dan
UKM.

Penandatanganan yang tertera pada Pasal 11 ayat (3) dapat diwakilkan oleh
perwakilan yang diberikan wewenang oleh lembaga masing-masing.

Pembahasan dan penetapan mekanisme pengawasan dan evaluasi dipimpin oleh
PJS Ketua Kongres KM ITB atau perwakilannya.

Mekanisme pengawasan dan evaluasi Arah Gerak KM ITB ditentukan oleh Kongres
KM ITB.

Penarikan komitmen lembaga dipimpin oleh Kabinet KM ITB

FPAG KM ITB ditutup oleh Kabinet KM ITB.

Pasal 11

Komitmen lembaga mengenai hasil FPAG KM ITB :

1.

Penarikan komitmen lembaga pada tahap pelaksanaan bertujuan menarik komitmen

lembaga yang telah sepakat untuk melakukan kolaborasi di setiap arah gerak



tertentu.

Penarikan komitmen lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1)
dilakukan dengan menandatangani dokumen perjanjian FPAG KM ITB.

Lembaga yang melakukan kolaborasi di setiap arah gerak tertentu wajib

menandatangani dokumen perjanjian FPAG KM ITB untuk melaksanakan arah gerak.



BAB IV
PENGESAHAN

Pasal 12
Penyerahan dokumen hasil FPAG KM ITB:

1. Kabinet KM ITB waijib menyerahkan dokumen hasil FPAG KM ITB kepada Kongres
KM ITB.
2. Kabinet KM ITB memiliki waktu maksimal 8 (delapan) hari sejak FPAG KM ITB ditutup

untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 13

Mekanisme pengawasan dan evaluasi Arah Gerak KM ITB:

1. Kongres KM ITB menjamin seluruh mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta Arah
Gerak KM ITB yang sudah disepakati ditetapkan sebagai Ketetapan Kongres KM ITB.
2. Kongres KM ITB memiliki waktu maksimal 8 (delapan) hari sejak hasil FPAG KM ITB

diserahkan Kabinet KM ITB untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1).



BABV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

Hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan FPAG KM ITB yang belum diatur dalam ketetapan

ini akan diatur di kemudian hari melalui Ketetapan Kongres KM ITB.



PENJELASAN atas PERATURAN
FORUM PENYELARASAN ARAH GERAK KM ITB 2024

Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a

Tema kepengurusan lembaga adalah gambaran umum terkait tujuan atau
orientasi keberlangsungan lembaga selama 1 (satu) periode kepengurusan

lembaga mendatang.
huruf b

Penanggung jawab lembaga adalah informasi terkait perwakilan dari lembaga

yang akan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dalam arah gerak KM ITB.
huruf c

Informasi potensial lembaga adalah hal-hal yang direncanakan untuk
dilaksanakan oleh lembaga serta didasarkan oleh arah gerak dan kapasitas

sumber daya masing-masing lembaga.
huruf d

Kendala yang dihadapi lembaga adalah permasalahan yang sedang dialami



oleh lembaga dalam berkemahasiswaan di KM ITB, usulan solusi yang dapat

menyelesaikan masalah, serta potensi bantuan dari elemen-elemen KM ITB.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Dokumen yang dapat diakses merupakan dokumen yang telah diolah.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Kabinet KM ITB dilarang menghilangkan ajuan Arah Gerak KM ITB. Namun,
dapat mengajukan revisi terhadap ajuan yang diberikan, dan apabila lembaga
yang bersangkutan tidak melakukan revisi, maka Kabinet KM ITB berhak tidak

mengikutsertakan ajuan tersebut dalam arah gerak yang ditetapkan.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas



Ayat (4)
Perwakilan bagi lembaga HMJ adalah anggota HMJ vyang dapat
merepresentasikan Badan Pengurus HMJ pada setiap topik pembahasan dan
bukan merupakan anggota Kongres KM ITB. Untuk perwakilan HMJ dan UKM,
perwakilan yang bersangkutan harus memiliki bukti pemberian wewenang.

Bukti pemberian wewenang diberikan ke Kabinet KM ITB.

Pasal 9

Pelaksanaan FPAG KM ITB dilakukan sesuai dengan urutan yang tertulis.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)



Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.






